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BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2024 

TENTANG 

“ PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang: a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 Huruf C. 2. b angka 1) Pendapatan transfer merupakan 

dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah 

Daerah lainnya.: | 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 Huruf C,. 2. b angka 2) Pemerintah 

Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari 

dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan 

petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan - 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 Huruf C. 2. b angka 3) dalam hal penganggaran dana
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transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), 

penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 

2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas 

penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan 

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 Huruf C. 2. b.5).(5).(c) dalam hal Peraturan Presiden 

mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi 

dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal 

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan 

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus 

dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan 

realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024, 

OPDJAS/3|SEHDA 



Mengingat ': 1. Undang-Undang ” Nomor 29. Tahun 1959 tentang 
Pembentukan “ Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822): 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

“Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

:Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

| Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

| | Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka 

& Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran. Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2004: 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor. 2 “Tahun “2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan. Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

— Nasional dan/atau. Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

| Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516), | 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 0 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

(KegaslopoJAF 3ISEKOAIABUP|. 



5 "aa. 

66, Tambahan Lembaran : Negara Republik” Indonesia 
Nomor. 4400p | | 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
“Daerah (Lembaran Negara: Republik Indonesia ' Tahun 2014 

. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. 

dengan Undang- -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
: Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undarig-Undang 
Nomor 2 Tahun: 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- | 

| Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
- |.Nomor 41, Tambahan Lembaran: Negara Republik. Indonesia 
. Namor 6856),. Tang 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentihp Hubungan 
| | Keuangan antara: Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
:. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): | 
“7.Peraturan Pemerintah. .Nomor 30. Tahun 1979 .tentang 

| Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat: JI Gorontalo 

dari Isimu ke. Limboto . (Lembaran Negara Republik 
| Indonesia Tahun. 1979 -Nomor 45, Tambahan Lembaran 

— Negara Republik Indonesia Nomor 3147): 

“8. “Peraturan Pemerintah : - Nomor 12 Tahun 2017 tentang. 

| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2017 

: Nomor 73, Tambahan ' Lembaran. Negara Republik Indonesia 

| | Nomar 604 tj: | Tn 25 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana 

. Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023. Nomor "100, Tambahan. Lembaran Negara Republik 

“Indonesia Nomor. 6883), 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1 . 

“11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 

Daerah Tahun ' Anggaran 2024. (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799): Tn 

MR 
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012. Peraturan “Menteri Keuangan: Republik Indonesia Nomor 
— 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

. Nan Fisik, | 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3): | 

15, Peraturan Daerah Kabupaten . Gorontalo Nomor 8 Tahun 
2023 . tentang ' Anggaran Pendapatan : dan Belanja Daerah 
Kabupaten Gorontalo . Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah. Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor'8), 

16. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang 

| Melampaui Tahun . Anggaran (Berita Daerah . Kabupaten: 
(. Gorontalo Tahun 2021 Nomor 42): | 
AR Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalc Tahun 
2023 Nomor 27): | 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: (PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2023 
“TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

— BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

| - Pasal I 

. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2023 Nomor) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

(eesesJopoJAg 3sekoalmanur) 
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Pasal 32 

(1) Perubahan uraian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yaitu : 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang 

dilklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek dan 

rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 9 Mer 2024 

ATI GORONTALO, 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 8 ma gaxg 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

ONI SAMPIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR |?F


